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ABSTRACT

Indonesia has two types of services, namely: private services and public
services. The purpose of these services is to meet the needs and welfare of the
community. But the fact is that services in Indonesia are still having problems,
especially in public services. People still feel that public services provided by the
government are complicated, unresponsive, not timely, and not satisfactory.
Overcoming this problem, in 2014 the Ministry of PANRB initiated a movement
One Agency One Innovation. This was carried out by one of the land offices in
Kendal Regency who made a service innovation to overcome the queue of
applicants. This service innovation is called ‘Drive Thru’. The purpose of this study
was to determine the effectiveness of land services between services through
counters and service Drive Thru innovation using the level of interest, satisfaction,
trust the applicant. This research is a qualitative research with a comparative
approach. The data obtained is data from interviews and observations. The results
of this study are that land service through counters is far more effective than using
service Drive Thru innovation. This is because applicants have more confidence in
using services through the counter.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai gagasan/ ide kreatif
orisinil atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kriteria inovasi yang harus
dipenuhi, yaitu: adanya sifat kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer atau
direplikasi, dan berkelanjutan. Inovasi yang belum sesuai dengan kriteria akan
berdampak munculnya kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan inovasi
tersebut (Peyusinta dan Setyawan, 2018). Inovasi pelayanan publik dinilai
sebagai upaya strategis untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Sejak tahun 2014, Kementerian PANRB menginisiasi gerakan One Agency One
Innovation. Melalui gerakan ini, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat
satu inovasi dalam setiap tahunnya. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Asasi Manusia juga semakin memotivasi birokrasi dalam berinovasi.

Inovasi merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Diah
(2014) menjelaskan bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka
membantu menyiapkan atau memenuhi kepentingan orang lain atau masyarakat
luas. Pelayanan akan memiliki arti yang berbeda, apabila kata pelayanan
didampingi oleh kata publik. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2005). Lebih lanjut, Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan

publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan



kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik adalah pemerintah. Pemerintah
bertanggung jawab kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan
kesejahteraan masyarakat. Tanggungjawab pemerintah tersebut tercantum pada
pancasila sila ke-2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-5 yakni
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam hal ini pemerintah bertugas
memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan yang harus menjunjung
tinggi keadilan bagi masyarakat untuk mencapai good governance. Adapun
prinsip good governance mencakup: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi
hukum, transparansi, dan peduli pada stakeholder. Stakeholder dalam hal ini
adalah lembaga-lembaga yang berusaha melayani semua pihak yang
berkepentingan dan berorientasi pada konsensus (Siti et al., 2016).

Inovasi di sektor publik dapat meningkatkan peran, profesionalisme dan
visibility dari pelayanan publik dengan tiga kategori dasar, yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan perbaikan pelayanan publik (Mandiri View dkk, 2008).
Reformasi Birokrasi berperan penting dalam mengambil langkah-langkah yang
mendasar, komprehensif, dan sistematis agar tercapai tujuan yang efektif dan
efisien. Hal ini didukung dengan munculnya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah, mendorong instansi pemerintah untuk membuat inovasi
pelayanan publik demi terciptanya percepatan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Dalam konteks pelayanan pertanahan, inovasi pelayanan publik juga
dilakukan sebagai salah satu agenda strategis untuk peningkatan kualitas
pelayanan termasuk di dalamnya untuk membangun citra lembaga. Beberapa
contoh inovasi pelayanan publik di bidang pertanahan ternyata juga belum

menimbulkan dampak perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan yang



signifikan. Hal ini disebabkan karena munculnya berbagai kendala dalam
penerapan inovasi tersebut. Purnama (2015) menyebutkan adanya kendala
dalam penerapan inovasi, salah satunya adalah keterjangkauan lokasi. Pada
akhirnya inovasi pelayanan tersebut belum dapat diterapkan secara optimal.
Selain itu, kendala inovasi pelayanan bukan hanya ditemukan pada substansi
inovasi saja, melainkan dapat ditemukan pada sumberdaya pelaksananya.
Kendala tersebut ditemukan pada Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah
(LARASITA) yang tidak berjalan efektif karena penyampaian yang tidak tepat
pada substansi inovasi pelayanannya. Sementara itu, dalam tulisan Wahyuni dkk
(2016) menunjukkan adanya kendala dalam penerapan pelayanan ‘One Day
Service’. Persoalan yang dihadapi adalah kendala pada teknis komputerisasi dan
koneksi internet yang tidak mendukung.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam pelayanan pertanahan adalah
inovasi “Drive Thru”. Inovasi pelayanan Drive Thru adalah inovasi pelayanan
untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan produk sertipikat yang
telah selesai diproses sebagai langkah digitalisasi seluruh pelayanan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kendal (Agus, 2022). Adapun beberapa hal yang harus
dilakukan masyarakat apabila hendak mengambil produk sertipikat yaitu
masyarakat harus melengkapi berkas dan melakukan pembayaran terlebih
dahulu. Masyarakat membuat janji dengan petugas apabila telah menyelesaikan
tahapan pengurusan lalu sertipikat tanah dapat diambil secara Drive Thru.

Ragam inovasi pelayanan publik yang sudah dihasilkan dan fakta bahwa
belum ada peningkatan kualitas pelayanan yang efektif pasca implementas
inovasi pelayanan publik, menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut terkait
inovasi pelayanan publik. Prabowo dkk (2022) menjelaskan bahwa praktik
inovasi sudah biasa dilakukan di sektor swasta. Namun inovasi bukan hal yang
mudah diterapkan di sektor publik. Hal tersebut dikarenakan inovasi masih
memiliki berbagai hambatan. Lembaga publik sering diragukan karena kualitas
layanan dan tingkat efisiensinya dinilai tidak menguntungkan dibandingkan
dengan penyelenggaraan pelayanan publik sektor swasta yang bekerja di bidang

serupa.



David dalam Djamrut (2016) menjelaskan bahwa pelayanan publik yang
menawarkan cara-cara inovatif harus memiliki sifat menggantikan cara yang
lama. Pelayanan publik yang berbasis inovasi tersebut harus memuat isi, konsep
serta prinsip baru. David dalam Djamrut (2016) menyebutkan bahwa inovasi
berhubungan erat dengan ide-ide baru yang memiliki unsur kebermanfaatan.
Pelayanan publik yang menawarkan inovasi seharusnya memiliki unsur
kekhasan/ khusus dan kebaruan. Inovasi tersebut juga tidak boleh hanya sekedar
inovasi, melainkan inovasi harus sudah terencana dengan baik dan mengarahkan
pada tujuan tertentu. Hal ini berkaitan dengan kemanfaatan dari inovasi itu
sendiri, sehingga inovasi mampu memberikan kepuasan kepada pengguna jasa
baik dari segi biaya, waktu dan mutu. Pelayanan berbasis inovasi akan berbeda
dengan pelayanan publik pada umumnya. Moenir (2006) menyebutkan bahwa
dalam pelayanan publik pada umumnya, pengguna jasa seringkali masih
merasakan pelayanan yang tidak memuaskan, seperti: penyelesaian masalah
yang berlarut-larut, kelalaian dalam penggunaan jasa, produk yang kurang atau
tidak memenuhi standar, dan tidak adanya tanggapan yang layak terhadap

keluhan yang telah disampaikan.

. Rumusan Masalah
Kepercayaan publik dapat mendorong minat melakukan investasi karena

biaya transaksi dalam investasi dan pengembangan usaha dapat ditekan melalui
pengembangan layanan berbasis kepercayaan (Daraba, 2019). Pengembangan
layanan berbasis kepercayaan dapat dibangun dengan pelayanan berbasis
inovasi. Inovasi yang baik mensyaratkan beberapa hal yaitu: menimbulkan
minat/ perasaan senang, partisipasi, perhatian, keaktifan, dan kehendak untuk
mentaati peraturan atau aturan main yang terkait dengan masyarakat (Suharyat,
2022). Salah satu ciri khas inovasi pelayanan adalah pelayanannya yang
memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi diupayakan untuk dapat
menarik minat masyarakat terhadap suatu layanan. Melalui inovasi serupa ini
layanan manual yang cenderung lama, berbelit-belit tidak akan dijumpai lagi.

Pada kenyataannya, adanya kebijakan pemerintah terkait inovasi pelayanan



publik masih memunculkan pro dan kontra. Hal ini dapat dilihat pada
implementasi layanan berbasis online yang dilakukan oleh pemerintah.
Mengatasi hal tersebut diperlukan kesinambungan antara pelayanan publik
dengan arahan kinerja yang diberikan kepada masyarakat guna menghindari
potensi konflik yang dapat terjadi akibat kebijakan tersebut (Andriani, 2022).

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu pelayanan publik masih tergolong
rendah. Hal ini dapat dicermati dari ketidaksesuaian struktur dan tupoksi
pelayanan yang berujung pada pelayanan yang kurang optimal. Dalam hal ini
penting untuk mengoptimalkan struktur dan tupoksi pelayanan. Dwiyanto
(2008) menyebutkan bahwa restrukturisasi birokrasi pemerintah sangat penting.
Struktur birokrasi perlu dirampingkan, guna menyesuaikan dengan kebutuhan
agar tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan cara seperti ini birokrasi
pemerintah dapat menjadi lebih efisien dan responsif (Dwiyanto, 2008).
Restrukturisasi organisasi dilakukan untuk tujuan efisiensi dalam sebuah
organisasi. Lebih lanjut, restrukturisasi dilakukan untuk meminimalkan range
dan kompleksitas struktur organisasi, mendorong pelaksanaan delegasi atau
pelimpahan wewenang, serta mendorong inisiasi dan shareholder. Hal tersebut
dapat menaikkan keuntungan dalam organisasi pemerintah sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat (Dwiyanto, 2011).

Kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan publik perlu diperhatikan.
Setiap penyelenggara pelayanan perlu mengukur kepuasan pengguna jasa untuk
melihat umpan balik maupun masukan yang dapat diambil oleh penyelenggara
pelayanan. Selain itu, kepuasan pengguna jasa tersebut juga berdampak pada
pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pengguna
jasanya (Suandi, 2019). Hariany dan Matondang (2014) menjelaskan bahwa
kepuasan masyarakat dapat meningkatkan jumlah pengunjung pada suatu
instansi. Kepuasan masyarakat juga dapat memberikan perbaikan dalam
manajemen pelayanan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap
suatu instansi tersebut (Nurrizka, 2011). Merujuk pada KEPMENPAN Nomor

63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,



kepuasan penerima layanan juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan

penyelenggaraan pelayanan.

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pelayanan di

bidang pertanahan yaitu pelayanan loket dan inovasi pelayanan Drive Thru di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Mengetahui perbandingan tingkat minat pemohon terhadap pelayanan
pertanahan melalui inovasi Drive Thru dan pelayanan pertanahan melalui
loket;

2. Mengetahui perbandingan tingkat kepuasan pemohon terhadap pelayanan
pertanahan melalui inovasi Drive Thru dan pelayanan pertanahan melalui
loket;

3. Mengetahui perbandingan tingkat kepercayaan pemohon terhadap
pelayanan pertanahan melalui inovasi Drive Thru dan pelayanan pertanahan
melalui loket.

D. Manfaat Penelitian
Peneliti berharap penelitian ini memberikan kegunaan, diantaranya:

1. Memperkaya wawasan peneliti selama menempuh pendidikan di Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta sekaligus sebagai sumber referensi
penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelayanan publik
dan perbandingan pelayanan loket dengan inovasi pelayanan pertanahan;

2. Memberikan gambaran kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal serta mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan

Drive Thru di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian layanan pertanahan melalui loket dengan

layanan Drive Thru ditemukan bahwa tingkat minat pemohon menggunakan
layanan melalui loket lebih tinggi daripada pemohon yang menggunakan
layanan Drive Thru. Adapun unsur minat yang menunjukkan pemohon lebih
berminat menggunakan layanan melalui loket adalah unsur kognisi/ mengenal
dan unsur konasi/ kehendak. Pemohon merasa layanan melalui loket sudah
dikenal dan pemohon sudah terbiasa menggunakan layanan tersebut. Terlebih
pemohon sudah mengetahui prosedur pelayanan yang ada di loket.

Selanjutnya tingkat kepuasan pemohon menggunakan layanan melalui loket
lebih rendah daripada pemohon yang menggunakan layanan Drive Thru. Unsur
kepuasan yang menunjukkan pemohon merasa lebih puas menggunakan layanan
Drive Thru daripada layanan melalui loket terlihat dari unsur kecepatan waktu
pelayanannya. Pelayanan yang memuaskan tersebut dikarenakan petugas kantor
yang dalam memberikan pelayanan sangat cepat dan tidak terbelit-belit.

Bila dibanding antara layanan pertanahan melalui loket dengan layanan
Drive Thru, tingkat kepercayaan pemohon jauh lebih tinggi menggunakan
layanan melalui loket daripada menggunakan layanan Drive Thru. Hal ini
disebabkan adanya unsur kepercayaan yang menunjukkan pemohon merasa
lebih percaya menggunakan layanan melalui loket daripada menggunakan
layanan Drive Thru. Unsur kepercayaan tersebut adalah unsur kognisi/ mengenal
dan unsur perilaku petugas. Alasan pemohon percaya dengan pelayanan melalui
loket karena petugasnya memberikan layanan cukup informatif dan baik
sehingga menciptakan hubungan yang erat antara pemohon.

Secara umum perbandingan efektifitas layanan pertanahan melalui loket
dengan pelayanan Drive Thru di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal apabila
diukur dari tingkat minat, tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan

menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan melalui loket jauh lebih efektif
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dibandingkan pelayanan Drive Thru. Hal ini ditandai dengan tingkat minat dan
kepercayaan pemohon lebih dominan kepada layanan melalui loket. Pada
akhirnya para pemohon lebih memilih mengantri dalam menggunakan layanan

pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

. Saran
Saran yang dapat disampaikan penulis terhadap penelitian perbandingan

dari dua pelayanan ini adalah perlu dilihat kembali unsur urgensi dan
kebermanfaatan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya pada Inovasi
pelayanan Drive Thru dan pelayanan melalui loket yang ditujukan untuk
mengurangi antrian pemohon. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk
mengatasi permasalahan antrian pemohon. Pertama yang harus dilakukan
adalah mengetahui asal pemohon yang mengantri di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal. Asal pemohon yang dimaksud adalah pemohon berasal dari
notaris dan PPAT atau berasal dari umum. Kedua, mengidentifikasi pelayanan
yang sebelumnya, perlu untuk dioptimalkan atau justru dialihkan ke perencanaan
inovasi pelayanan terbaru. Apabila dialihkan ke perencanaan inovasi pelayanan
terbaru, maka tugas penyelenggara mengukur efektifitas pelayanan dari unsur
minat, kepuasan, dan kepercayaan pemohon. Ketiga, memikirkan cara untuk
mengatasi kendala yang ditimbulkan apabila suatu inovasi tersebut tidak
berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh apabila jumlah pemohon yang
menggunakan layanan Drive Thru terlalu banyak, hal ini berakibat pada
timbulnya antrian yang sangat panjang. Tugas penyelenggara pelayanan adalah
memikirkan cara mengatasi kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh inovasi
pelayanan tersebut.

Pentingnya peran penyelenggara inovasi pelayanan publik dalam
memikirkan kondisi dan situasi pelayanannya. Hal tersebut dapat mencegah
kemungkinan timbulnya kendala dalam pelayanan. Keempat, adanya unsur
ketertarikan yang kuat dari pemohon untuk tetap menggunakan layanan. Melihat
dari kenyataan bahwa dengan adanya pelayanan Drive Thru tidak mengurangi

jumlah antrian pemohon. Hal ini menunjukkan belum berhasilnya inovasi Drive
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Thru dalam mengatasi permasalahan antrian pemohon. Permasalahan antrian
pemohon tersebut dapat terselesaikan apabila pelayanan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal lebih memfokuskan pada pelayanan melalui loket.

Selain itu, perlunya berkaca pada pola pikir perusahaan swasta yang berhasil
dalam menawarkan inovasi- inovasi yang mendukung pada kualitas pelayanan
mereka. Perusahaan swasta dapat berhasil dalam menawarkan inovasi pelayanan
karena mereka lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas, sehingga
perusahaan swasta memperhatikan perencanaan secara lebih mendetail.
Pemerintah harus mengubah pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik
menjadi sama dengan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan
swasta. Hal ini menjadi perhatian agar hilangnya doktrin masyarakat terhadap

pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah.
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